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Abstrak 

Pengabdian Kepada Masyakat ini berjudul Pelatihan Pengelolaan Keauangan Desa Dalam Meningkatkan 

Transparansi dan Akuntabilitas Pada Desa Karmeo Kecamatan Batin XXIV Kabubaten Batang Hari. Pengabdian 

ini dilakukan di Desa Karmeo Kecamatan Batin XXIV Kabubaten Batang Hari, Propinsi Jambi. Saat ini, 

pemerintah pusat berfokus pada pemerataaan pembangunan desa. Untuk itu setiap tahunnya dana desa ditransfer 

dari APBN ke desa, dan desa diberikan kewewenangan penuh dalam pengelolaannya keuangan desa. Namun pada 

kenyataannya terdapat kendala dalam pengelolaan dana desa, yaitu masih ditemukannya pengelolaanya belum 

berjalan secara efektif maupun optimal, dan masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkaitan 

keuangan desa. Untuk itu diperlukan suatu pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntanbilitas sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. 
 

Kata kunci : Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas 
 

Abstract 
Community Service is entitled Training on Village Financial Management in Increasing Transparency and 

Accountability in Karmeo Village, Batin XXIV District, Batang Hari Regency. This service was carried out in 

Karmeo Village, Batin XXIV District, Batang Hari Regency, Jambi Province. Currently, the central government is 

focusing on equal distribution of village development. For this reason, every year village funds are transferred from 

the APBN to the village, and the village is given full authority in managing village finances. However, in reality 

there are obstacles in the management of village funds, namely that management is still not running effectively or 

optimally, and there is still a lack of understanding of human resources related to village finances. For this reason, 

training on village financial management is needed to increase transparency and accountability so that good 

village governance is realized 
 

Keywords : Village Fund, Transparency, Accountability 

 

1. PENDAHULUAN 
 

engaturan sistem pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-undang sehingga kedudukan desa telah diakui 

secara konstitusional. Pemerintahan desa dibentuk untuk mengelola kegiatan pemerintahan desa, jika 

pemerintahan desa dapat mengelola desa dengan baik akan mempengaruhi system pemerintahan pusat  Dalam 

melaksanakan system pemerintahan desa ada beberapa persoalan yang dihadapi yaitu politik desa, kewewenangan 

desa dan anggaran desa (Sari, 2020). 

Saat ini pemerintah memberikan perhatian khusus untuk pembangunan desa, dimana memiliki tujuan untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembanguan fasilitas desa baik sarana dan prasarana, 

pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi local, pemanfaatan sumber daya alam desa sehingga 

kualitas hidup masyarakat desa menjadi meningkat (Gayatri, Latrini and Widhiyani, 2017). Untuk itu pemerintah 

memberikan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer 

melalui rekening desa (Endra Wijaya, 2019; Ngakil and Kaukab, 2020). Setiap tahun pemerintah pusat selalu 

menganggarkan alokasi dan desa, kewewenangan pengelolan keuangan desa (dana desa) diberikan secara penuh 

kepada desa (Betan and Nugroho, 2021).       

Pemerintahan desa diberikan kewewenangan untuk mengelola keuangan desa tersebut. Pengelolaan keuangan 

desa merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

P 



Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM) 

                                                                                               Vol.5 No.1 (2023) : April     

 ISSN (Cetak) : 2686-2298 ISSN (Online) : 2721-2378 

  

13 

 

pertangggungjawaban selama satu tahun anggaran (Sari, 2020). Dalam pengelolaan dana desa diperlukan adanya 

akuntanbilitas dan transparansi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Nurlailah, Syamsul and 

Rahman, 2020). 

Berdasarkan temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa dalam pengelolaan keuangan desa 

ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya adalah ketidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa 

yangmana selama ini dana desa dibagi berdasarkan pemerataan. Permaslahan selanjutnya adalah dalam hal tata 

pelaksanaannya, dimana belum tersedianya acuan dalam pembelian barang/jasa dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (APBDesa). Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya pengawasan terhadap keuangan desa 

sehingga transparansi rencana penggunaan keuangan desa dan pertanggungjawaban pelaporan penggunaan 

keuangan desa belum mengikuti standar dan terindikasi manipulasi data. Selanjutnya permasalahannya adalah 

sumber daya manusia yang kurang kompeten. Temuan lainnya terkait keuangan desa adalah adanya laporan fiktif 

dalam pelaporan penggunaan keuangan  desa (Febri, 2019). 

Dalam pengabdian ini, desa yang menjadi mitra pengabdian adalah Desa Karmeo Kecamatan Batin XXIV 

Kabubaten Batang Hari. Desa Karmeo memiliki geografis terletak pada bagian barat Kabubaten Batang Hari 

dengan luas wilayah kurang lebih 4000 ha. Desa Karmeo terletak pada dataran rendah yangmana daerah ini dialiri 

dengan aliran sungai. Mata pencaharian utama Desa Karmeo adalah pertanian sawit dan perkebunan karet. Desa 

Karmeo di pimpin oleh seorang kepala desa bernama Edimar. Lokasi desa pengabdian ini berjarak sekitar 85,3 km 

dari Universitas Jambi (tempat tim pengabdian). 

Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang dilakukan oleh tim pengabdian, diperoleh informasi bahwa Desa 

Karmeo Kecamatan Batin XXIV terletak di Kabubaten Batang Hari Provinsi Jambi belum mengoptimal dalam 

pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan sumber daya manusia 

dalam hal penata usahaan dan pelaporan penggunaan keuangan desa. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mitra yang perlu diatasi pada 

mitra pengabdian Desa Karmeo Kecamatan Batin XXIV terletak di Kabubaten Batang Hari Provinsi Jambi 

meliputi: (1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa; (2) 

pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana desa masih belum efektif; (3) pengelolaan dana desa belum 

efektif sehingga masyarakat cenderung belum merasakan manfaat dana desa; (4) pengelolaan keuangan desa masih 

ditemukan dikelola oleh pihak yang tidak berkepentingan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukan sebelumnya, maka target dan solusi untuk memecahkan 

permasalahan mitra dapat terlihat dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1. Target dan Solusi Kegiatan 

Masalah Permasalahan Target/ Tujuan Solusi  

Kurangnya pengetahuan 

dan pemahaman aparatur 

desa mengenai pengelolaan 

keuangan desa.  

 

Masih minim/rendahnya 

pengetahuan dan kurang 

paham tentang 

pengelolaan keuangan 

desa 

Meningkatkan 

pengetahuan dan 

pemahaman terkait 

pengelolaan 

keuangan desa 

Memberikan pelatihan 

dengan disertai diskusi serta 

melakukan demonstrasi 

dengan contoh penata 

usahaan keuangan desa 

Pengawasan terhadap 

pengelolaan keuangan dana 

desa masih belum efektif 

Pengawasan masih rendah 

dalam pengelolaan 

keuangan desa 

Meningkatkan 

pengawasan 

keuangan desa 

Memberikan pemahaman arti 

penting pengawasan dalam 

pengelolaan keuangan 

Pengelolaan dana desa 

belum efektif sehingga 

masyarakat cenderung 

belum merasakan manfaat 

dana desa 

Pengelolaan dana desa 

belum efektif 

Keefektifan 

pengelolaan dana 

Memberikan pemahaman 

agar pengelolaan keuangan 

desa dapat berjalan efektif 

dan masyarakat merasakan 

manfaatnya 

Pengelolaan dana desa 

masih ditemukan dikelola 

oleh pihak yang tidak 

berkepentingan. 

Keuangan desa di kelola 

oleh pihak yang tidak 

berkepentingan 

Keuangan desa 

dikelola oleh pihak 

yang berkepentingan 

Memberikan pemahaman 

mengenai pihak-pihak yang 

berhak mengelola keuangan 

desa 
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2. METODE  
 

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, tim pengabdian menggunakan metode pelatihan 

dengan menggunakan beberapa tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan dimulai dari: (1) pemaparan materi, 

dimana pada tahapan ini tim pengabdian mempresentasikan dan menjelaskan materi terkait pengelolaan keuangan 

desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Hal ini dilakukan untuk memberikan dan 

menambah wawasan dan pengetahuan para aparatur desa atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan 

desa; (2) pemberian contoh/latihan, setelah materi dipaparkan langkah selanjutnya adalah memberikan contoh 

mengenai pengelolaan keuangan desa dan diberikannnya latihan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan pemahaman para peserta; (3) tanya jawab, pada tahapan ini diberikan kepada 

peserta dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bertanya dari peserta kepada tim sebagai pemateri terhadap hal 

yang tidak/kurang dipahami oleh peserta. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Tim Pengabdian memulai kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di kantor camat Batin XXIV 

Kabubaten Karmeo. Pada saat pelaksanaan tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian dengan beberapa 

tahapan. 

Pemaparan materi, pada tahapan ini tim memaparkan materi pengelolaan keuangan desa yang di 

presentasikan pada tanggal 15 Agustus 2022. Ringkasan materi yang disampaikan yaitu dasar dalam pengelolaan 

keuangan desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007. Tujuan adanya 

Pemendagri tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparansi dan akuntabilitas serta 

mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Menurut Mardiasmo (2022) dalam pengelolaan 

keuangan desa ada tiga pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yaitu: (1) transparansi, ini 

dapat diartikan sebagai adanya keterbukaan dalam mengakses informasi terkait dengan kebijakkan, proses dan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Adanya transparansi akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah desa akan meningkat karena adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam unsur 

transparansi ini memiliki aspek penting yang saling terkait yaitu adanya informasi yang tersedia, peran dan 

tanggung jawab yang jelas terkait proses pengelolaan keuangan desa, dan adanya system dan jaminan terkait dengan 

pengelolaan keuangan desa; (2) akuntabilitas, ini diartikan sebagai pertanggung jawaban dari aparatur desa kepada 

masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan akuntabilitas terdapat prinsip-prinsip di 

dalamnya yaitu, (a) adanya komitmen, (b) adanya konsisten antara sumber daya dengan peraturan-peraturan terkait, 

(c) adanya pencapaian tujuan dan sasaran, (d) berorientasi terhadap pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat, (e) 

jujur, objektif, transparan dan inovatif; (3) partisipasi, ini diartikan sebagai adanya keterlibatan masyarakat dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi 

prinsip transparansi dan akuntabilitas pengeloloaan keuangan desa. 

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yangmana dalam pelaksanaan 

dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa berperan sebagai coordinator dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

Pemberian contoh/latihan, pada tahapan ini tim pengabdian memberikan contoh terkait dalam pengelolaan 

keuangan dan juga memberikan latihan pengelolaan keuangan desa. Adapun contoh dan latihan terkait pengelolaan 

keuangan desa sebagai berikut: 
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Gambar 1. Contoh Pengisian Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

 

 
 

Gambar 2. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

 

Tanya jawab, hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan peserta bertanya terkait materi ataupun contoh 

yang diberikan yangmana masih kurang dimengerti oleh peserta. Indikator atas tercapainya kegiatan pelaksanaan 

pengabdian ini dilihat dari beberapa hal, yaitu meningkatnya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilam para 

apartur desa terkait pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menghasilkan: (1) adanya 

peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa; (2) adanya peningkatan pengetahuan 

mengenai pengelolaan desa pada aparatur desa; (3) adanya informasi yang di infokan berupa papan informasi 

mengenai pengelolaan keuangan desa. 
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4. KESIMPULAN 
 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa sekitar 70% peserta yang merupakan 

aparatur desa memahami pengelolaan keuangan desa 

 

5. SARAN 
 

Kegiatan pengabdian ini sangat diperlukan dilaksanakan kepada desa-desa lainnya. Kegiatan ini memberikan 

pengaruh yang baik kepada aparatur desa, dikarenakan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan 

pemahaman, pengetahuan dan kemampuan mereka dalam pengelolaan keuangan desa.  Pengelolaan keuangan desa 

yang baik merupakan salah satu unsur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju pemerintahan 

yang transparansi dan akuntabilitas.   
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